
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Rep 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perse 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repu 
Indonesia Nomor 4756); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemb 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 
5234), telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1? 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Und g 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Und 

Mengingat 

BUPATI WONOGIRI, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 aya ( ) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten g 
Badan U saha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Pera 
Bupati ten tang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada B 
Usaha Milik Daerah. 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PADA SADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 68 TAHUN 2020 

TENTANG 

SAL AN 



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Repu 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lemb 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lemb 
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ne 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamb 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Ne 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae alh 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den an I 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 1 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 O); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 
Nomor 2036) diubah dengan Peraturan Menteri D 
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ten 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulrum Dae j 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 7), 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Giri 
Tirta Sari Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daera Kabupa e 
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (10-396/201 ), 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomo 
181); 



Daerah, yang prosesnya sejak identifikasi kebutu 
sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

5. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disin 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau seba ian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. I 

6. Direksi BUMD yang selanjutnya disebut Direksi ad ab 
organ BUMD yang bertanggung jawab tas 
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BU D 
serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di 1 J. 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. I 

7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Dae 1 
yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi an 
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegi 
pengurusan perusahaan umum daerah. 

Daerah yang dibiayai dari anggaran Badan Usaha 

sebagai ~ 1:r 
yang meu.LLO, .. .., .... in 

yang men adi 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan 'urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. Ii II 
4. Pengadaan Barang/Jasa Sadan Usaha Milik Daerah y g 

selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa ad ah 
kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha ili.'.k 

ilil: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAD r.i 
BARANG/JASA SADAN USAHA MILIK DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 T un 
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Girl Aneka Us a 
Kabupaten Wonogirl (Lembaran Daerah Kabup en 
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 11 Noreg Peraturan Dae ah 
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah (11-397 /201 ),, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri No 
182); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 T ~ 
2019 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah B 
Perkreditan Rakyat Bank Girl Suka Dana Won 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 No 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Won 
Nomor 183): 

Menetapkan 



an I 

Pf 
adalah pejabat yang diberi kewenangan Pimpinan BU D 
untuk mengambil keputusan dan/atau melaku an 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran angg ah 
belanja BUMD. 

15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanju ya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja Ji 
Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah yang men adi 
pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa. 

16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut P kja 
Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetap 
oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pe · · 
Penyedia. 

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pej 
fungsional / person el yang bertugas melaksan 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ata 
purchasing. 

18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanju 
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/ pej a.,t 
fungsional/ personel yang bertugas memeriksa adminis 
hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

19. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang 
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas 
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah y 
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasi 
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepenguru an 
perusahaan perseroan Daerah. 

9. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Peny 
adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ j 
berdasarkan kontrak. 

10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memper leh 
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD. 

11. Barang adalah setiap benda baik berwujud mau un 
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, y g 
dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaa an 
pengguna barang. I 

12. Jasa adalah jasa layanan profesional yang membutuh , 
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan y g 
mengutamakan adanya olah pikir dan keterampilan d am 
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal lua di I 
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

13. E-marketplace Pengadaan Barang/ Jasa adalah p s 
elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebu 
barang/ jasa pemerintah. 

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 



Pengadaan barang/jasa di BUMD bertujuan untuk: 
a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang y 

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, w t:J, 
biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b. memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam 
penyelenggaraan rencana bisnis BUMD; 

c. menyelenggarakan kemanfaatan bagi pelanggan 
karakteristik dan kondisi BUMD berdasarkan tata ke ola 
perusahaan yang baik; 

d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambi an 
keputusan; 

e. meningkatkan penggunaan produk lokal dan produk d 
negeri; 

f. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil 
usaha menengah dan atau pelaku usaha Daerah; 

g. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab 
profesionalisme BUMD; dan 

h. mendorong pengadaan berkelanjutan. 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 2 

BAB II 
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAA 

BARANG/JASA 

20. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik 
selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi berbasis 
yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses mel 
website LPSE. 

21. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku us a 
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerj 
Pengadaan Barang/ Jasa yang diberi kepercayaan 
Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah sebagai pi 
pemberi pekerjaan. 

22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA ad 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan angg 
Badan Usaha Milik Daerah. 

23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksan 
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran. 



(2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h 
berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus diusahakan den 
menggunakan dana dan daya yang minimum un 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu y 
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetap 8f 
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas y ng 
maksimum. 

(3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai den an 
ke bu tuhan dan sasaran yang telah di tetapkan s rt! 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf c, berarti semua ketentuan, informasi 

a. efisien; 
b. efektif; 
c. transparan; 
d. terbuka; 
e. bersaing; 
f. adil;dan 
g. akuntabel. 

(1) Pengadaan Barang/Jasa di BUMD menerapkan prinsip: 

Bagian Ketiga 
Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 4 

komunikasi, serta transaksi elektronik; 
g. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri 

Standar Nasional Indonesia (SNI); dan 
h. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, us 

kecil, dan usaha menengah. 

informasi teknologi penggunaan f. mendorong 

Kebijakan pengadaan barang/jasa di BUMD meliputi: 
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengad ~ 

Barang/ Jasa; 
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang 

transparan, terbuka dan kompetitif; 
c. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebe ar .. 

besarnya ( value for money); 
d. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber d ya 

manusia Pengadaan Barang/ Jasa; 
e. mendorong penggunaan E-marketplace 

Barang/ Jasa; 

Bagian Kedua 
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 3 



(1) Sernua pihak yang terlibat dalam pengad an 
barang/jasa di BUMD rnematuhi etika sebagai berikut: 
a. rnelaksanakan tugas secara tertib, disertai r 

tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelanc 
dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menj 
kerahasiaan inforrnasi yang menurut 
dirahasiakan untuk rnencegah 
Pengadaan Barang/ Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung mau un 
tidak langsung yang berakibat persaingan usaha ti a.k 
sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas 
keputusan yang ditetapkan sesuai 
kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. rnenghindari dan mencegah terjadinya pertentan an 
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langs ng 
rnaupun tidak langsung, yang berakibat persain 
usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa; 

Bagian Keempat 
Etika Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 5 

Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat dike 
secara luas oleh Penyedia Barang/ Jasa yang be 
serta oleh rnasyarakat pada umurnnya. 

(5) Terbuka sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diik:uti 
semua Penyedia Barang/Jasa yang rnernenuhi persyara 
kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan 
yangjelas. 

(6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h 
berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus dilakukan mel 
persaingan yang sehat diantara sebanyak 
Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan 
persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa y 
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada 
yang mengganggu terciptanya mekanisrne pasar d 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

(7) Adil sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hu 
berarti rnemberikan perlakuan yang sama bagi se 
calon Penyedia Barang/ Jasa dan tidak rnengarah un 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan te 
memperhatikan kepentingan Daerah. 

(8) Akuntabel sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) h 
g, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketent 
yang terkait dengan Pengadaan Barang/ Jasa sehin 
dapat dipertanggung jawabkan. 



f. menghindari dan mencegah pemborosan 
kebocoran keuangan BUMD; 

g. menghindari dan mencegah 
wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan un 
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain y 
secara langsung atau tidak langsung merugi 
BUMD; dan 

h. tidak menenma, tidak menawarkan, 
menjanjikan untuk memberi atau menerima had· 
imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kep da 
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkai 
dengan Pengadaan Barang/ Jasa. 

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaim 
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: 
a. Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, dan pers 

inti/ pegawai tetap pada suatu badan us 
merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas 
Komisaris, dan personel inti/ pegawai tetap pada ba 
usaha lain yang mengikuti tender/ seleksi yang sam 

b. Konsultan perencana/pengawas dalam pekerj 
konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerj 
konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kec 
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegra i; 

c. Konsultan manajemen konstruksi berperan seb gai 
konsultan perencana; 

d. Pengurus/Direksi merangkap sebagai 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan atau sebutan lain ya 
sebagaimana diatur oleh Peraturan Direksi p di 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di BUMD; 

e. Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris dan Peg 
BUMD, PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan u 
sebutan lainnya sebagaimana diatur oleh Peratu an 
Direksi baik langsung maupun tidak langs ng 
mengendalikan atau menjalankan badan 
Penyedia; dan/ atau 

f. beberapa badan usaha yang mengikuti 
seleksi yang sama, dikendalikan baik langs 
maupun tidak langsung oleh pihak yang s a, 
dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% ( ma 
puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham y g 
sama. 



Pasal 7 
PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ( 1) h ~ 
memiliki tugas dan kewenangan : 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan an 

anggaran belanja; 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain 

anggaran belanja yang telah ditetapkan; 
c. menetapkan perencanaan pengadaan; 
d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 
e. melaksanakan konsulidasi Pengadaan Barang/ Jasa; 
f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ sel ksi 

ulang gagal; 
g. menetapkan PPK; 
h. menetapkan Pejabat Pengadaan; 
1. menetapkan PjPHP / PPHP; 
J. menetapkan penyelenggara Swakelola; 
k. menyatakan tender gagal/ seleksi gagal; dan 
1. menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk met de 

pemilihan: 
1. Tender untuk paket Pengadaan Barang/Pekerj 

Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai Pagu Angg 
diatas Rp. 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah); 

2. Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsul 1 

dengan nilai Pagu Anggaran di tas 
Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah); atau 

3. Penunjukan langsung tanpa batasan. 

Bagian Kedua 
Pengguna Anggaran 

( 1) Pelaku pengadaan Barang/ J asa terdiri atas : 
a. PA; 
b. KPA; 
c. PPK; 
d. Pejabat Pengadaan; 
e. Pokja Pemilihan; 
f. Agen Pengadaan; 
g. PjPHP / PPHP; 
h. Penyelenggara Swakelola; dan 
1. Penyedia. 

(2) Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa sebagairnana dimak ud 
pada ayat ( 1) kecuali huruf a, b dan c dapat menggun 8.1? 
tenaga diluar BUMD. 

BAB III 
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Kesatu 
Um um 
Pasal 6 
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m. menilai kinerja Penyedia. 

e. 
d. 
c. menetapkan rancangan kontrak; 

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 
menetapkan besaran uang muka yang 
dibayarkan kepada Penyedia; 

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 
g. menetapkan tim teknis; 
h. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ J 
1. mengendalikan kon trak; 
J. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian 

kepada PA/KPA; 
k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegi 

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 
1. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh do 

pelaksanaan kegiatan; dan 

( 1) PPK dalam Pengadaan Barang/ J asa se bagaimana dimak u,cji 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki tugas: II I 
a. menyusun perencanaan pengadaan; I 
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan K rja 

( KAK ); 

Pasal 9 

Bagian Keempat 
Pejabat Pembuat Komitmen 

Pasal 8 
(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h f ~ 

pada BUMD melaksanakan pendelegasian sesuai den rut 
pelimpahan dari PA. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) 
KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta ten et 
pekerjaan konstruksi. 

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksan 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) y 
terkait dengan: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelu 

anggaran belanja; dan/ a tau 
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam b 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. 
(4) KPA dapat dibantu oleh tim teknis. 
(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk seb 

PPK, KPA dapat menerapkan sebagai PPK. 

Bagian Ketiga 
Kuasa Pengguna Anggaran 



c. 

Penyedia; 
melaksanakan persiapan dan pelaksanaan peAA~..LAAjL 
Penyedia untuk katalog elektronik; dan 
menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia 
metode pemilihan: 
1. Tender/Penunjukan Langsung untuk 

Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling ban 
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk p e 
Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai P gu 
Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.00 ,09 
(sepuluh miliar rupiah). 

b. 

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pe a. 
memiliki tugas: 

Pasal 11 
( 1) Pokja Pemilihan dalam pengadaan Barang/ J s~ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h f 

4 

Bagian Keenam 
Kelompok Kerja Pemilihan 

Pasal 10 
Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/ J i 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d me iki 
tugas: 
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengad 

langsung untuk Pengadaan Barang/ Pekerj 
Kontruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupaih); ~ 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengad 
langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan il · 
paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Bagian Kelima 
Pejabat Pengadaan 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud p da 
ayat ( 1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenan ail 
dari PA/KPA, meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelu an 

anggaran belanja; dan J 
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pi 

lain dalam batas anggaran belanja yang te ali 
ditetapkan. I 

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak ud 
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis. 



s 

Pasal 13 
(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud d 

Pasal 6 huruf f terdiri atas: 
a. tim persiapan; 
b. tim pelaksana; dan/atau 
c. tim pengawas 

(2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h 
memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegia 
jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 

(3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h 
b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevalu 
dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksan 
kegiatan dan penyerapan anggaran. 

(4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h 
merniliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan 
maupun administrasi Swakelola. 

Bagian Kedelapan 
Penyelenggaraan Swakelola 

Pasal 12 
(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h 

e merniliki tugas memeriksa adrninistrasi hasil pekerj 
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa L · 
yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua r 
juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai p 
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerj 
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lai 
yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 ( '1f. 
ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang be il' 
paling sedikit diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus j ~ 
rupiah). 

Bagian Ketujuh 
Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
beranggotakan 3 (tiga) orang. l 

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksi 
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaim 
dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanj 
berjumlah gasal. 

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 



penanggungjawab anggaran; 

(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutul .............. 
penetapan Barang/ Jasa, cara, jadwal, dana angg 
Pengadaan Barang/ Jasa. 

(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber 
APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyus 
Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L) set 
penetapan pagu indikatif. 

(3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber 
APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah ( 
Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebij 
U mum APBD serta Prioritas dan Plafon Angg 
Sementara (KUA PPAS}. 

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas: 
a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ a 
b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 
a. penetapan tipe Swakelola; 
b. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan K rja 

(KAK); dan 
c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Bi ya 

(RAB). 
(6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) h 

a terdiri atas : 
a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncan 

dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Da 

Pasal 15 

BAB IV 
PERENCANAANPENGADAAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Pengadaan 

Pasal 14 
(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h g 

wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/ J s' 
yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan pera art 
perundang-undangan. 

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (I 
bertanggungjawab atas: 
a. pelaksanaan Kontrak; 
b. kualitas Barang/ Jasa; 
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 
d. ketepatan waktu penyerahan; dan 
e. ketepatan tempat penyerahan 

Bagian Kesembilan 
Penyedia 



I I 

Bagian Ketiga 
Pemaketan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pasal 17 
( 1) Pe make tan Pengadaan Barang/ J asa dilakukan de gan 

berorientasi pada: 

Bagian kedua 
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 

Pasal 16 
(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: 

a. menggunakan produk dalam negeri; 
b. menggunakan produk bersertifikat Standar Nasi nal 

Indonesia (SNI); dan 
c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau 111 

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis / KAK dimungkin aji 
penyebutan merek terhadap: 
a. komponen barang/ jasa; 
b. suku cadang; 
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; 
d. barang/ jasa dalam katalog elektronik; atau 
e. barang/jasa pada Tender cepat. 

(3) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebag ......... ,,ljt4&,L!'4 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk berserti 
SNI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dilaku 
sepanjang tersedia dan tercukupi. 

c. pemaketan Pengadaan Barang/ Jasa; 
d. konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa; dan 
e. Penyusunan biaya pendukung. 

(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaim 
dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Rencana U 
Pengadaan (RUP). 

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 
a. penyusunan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan K rj 

(KAK); 
b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Bi ya 

(RAB); 

d. 

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan dia asi 
oleh Perangkat Daerah penanggung jawab angg ~ 
dan dilaksanakanoleh Perangkat Daerah 1 · 
pelaksana Swakelola; 

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan dia asf 
oleh Perangkat Daerah penanggung jawab angg aq. 
dan dilaksanakan oleh Onnas pelaksana Swakel la; 
a tau 
Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan 
Perangkat Daerah penanggung jawab angg 
dan/ atau berdasarkan usulan Kelompok Masyar 
dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelom 
Masyarakat pelaksana Swakelola. 



Pasal 19 
(1) Pengumuman RUP lembaga dilakukan setelah peneta a.ii 

alokasi anggaran belanja. 
(2) Pengumunan RUP Perangkat Daerah 

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dise 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perw 
Rakyat Daerah. 

(3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) 
dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sis tern Info 
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

Bagian Kelima 
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 

Pasal 18 
( 1) Konsolidasi Pengadaan Barang/ J asa dilakukan pad a 

perencanaan pengadaan, persiapan Pengad 
Barang/ Jasa melalui Penyedia, dan/ atau 
pemilihan Penyedia. 

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan 
PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ. 

Bagian Keempat 
KonsolidasiPengadaanBarang/Jasa 

d. 

c. 

a. keluaran atau hasil; 
b. volume barang/ jasa; 
c. ketersediaan barang/ jasa; 
d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau 
e. ketersediaan anggaran belanja. 

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan 

dilarang: 1 
a. menyatukan atau memusatkan beberapa p e 

Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beber p 
lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan an 
tingkat efisiennya seharusnya dilakukan dibeber pa 
lokasi/ daerah masing-masing. 

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/ J s, 
yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya h lli 
dipisahkan; 
menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/ J 1 
yang besaran nilainya seharusnya dilakukan le I 
usaha kecil; dan/ atau 
memecah Pengadaan Barang/ Jasa menjadi beber pa 
paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. 



dan II 
d. penetapan pemenang berdasarkan harga penaw c\l;n 

terendah. 
(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan f 

barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebu h 
strategis yang ditetapkan oleh Bupati. 

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan de g~ 
mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, gr 
disertai negosiasi teknis maupun harga. 

Pasal 20 
(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi 

a. Pelaksanaan Kualifikasi; 
b. Pengumuman dan/atau Undangan; 
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 
d. Pemberian penjelasan; 
e. Penyampaian Dokumen Penawaran; 
f. Evaluasi Dokumen Penawaran; 
g. Penetapan dan Pengumuman Pernenang; dan 
h. Sanggah. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (~) 
untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan 
ditambahkan tahapan Sanggah Banding. 

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
(1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifi si 
dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya set 1 
masa sanggah selesai. 

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat de 
ketentuan sebagai berikut: 
a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Info 

Kinerja Penyedia; 
b. peserta hanya memasukan penawaran harga; 
c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui ap · 

BABV 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI 

PENYEDIA 
Bagian kesatu 

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

(4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimak u 
pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs 
Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi un 
masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya. I I 

(5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terda ~ 
perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar is 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksan 
Anggaran (DPA). 



Pasal 21 
( 1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak 
peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; 

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang d 
(tiga) peserta. 

(2) Tender/ Seleksi gagal dalam hal: 
a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 
b. tidak ada peserta yang menyampaikan do 

penawaran setelah ada pemberian 
perpanjangan; 

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 
d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pera 
Daerah ini; 

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, 
Nepotisme (KKN); 

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak seh 
g. seluruh penawaran harga Tender Barang/ Pekerj 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; 
h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/ a 
1. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK. 

Bagian Kedua 
Tender/ Seleksi Gagal 

b. 

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penye 
untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya y 
menggunakan bukti pembelian atau lruitansi; atau 
permintaan penawaran yang disertai dengan klarifi Sf 
serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku us El 
untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan S rat 
Perjanjian Kerja (SPK). 

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah Rene 
Umum Pengadaan (RUP) diumumkan. 

(9) Untuk barang/ jasa yang kontraknya harus ditandatan 
pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: 
a. penetapan Pagu Anggaran Kementrian/Lembaga; a 
b. persetujuan RKA perangkat Daerah sesuai den an 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
( 10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

(9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dah 
melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana 
Pengadaan (SIRUP). 

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan 
penawaran harga secara berulang (E-reverce Auction). 

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan 
berikut: 



Pasal 22 
( 1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ asa 
(SPPBJ); 

b. Penandatanganan Kontrak; 
c. Pemberian uang muka; 
d. Pernbayaran prestasi pekerjaan; 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Kontrak 

Tender/ Seleksi. 

(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada a at 
(2) huruf a sampai dengan huruf h dinyataka n oleh Po · a 
Pemilihan. 

(4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4J 
huruf i dinyatakan oleh PA/KPA. 

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaim 
dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakuk 
prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 
a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang 1 

2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanju 
a tau 

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang I 
1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan 
Penunjukan Langsung. 

(6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaim 
dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakuk 
a. evaluasi penawaran ulang; 
b. penyampaian penawaran ulang; atau 111 
c. Tender/ Seleksi ulang. 

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud p da 
ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesal 
evaluasi penawaran. 

(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dim 
pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi g gal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf . 

(9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada aya (p) 
huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi g gal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hu e, 
huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i. 

(10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dim 
pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetuj an 
PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan krite ia; 
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 
b. tidak cukup waktu untuk 



Pasal 23 
(1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Peny dia 

setelah dikurangi angsuran pengembalian uang m 
retensi, dan denda. 

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% 
(lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemelihar 
Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan s 
lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. + 

(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerj 
kepada subkontraktor, perrnintaan pembayaran h ~f 
dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor se uE{i 
dengan realisasi pekerjaannya. 

(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan da am 
bentuk: 
a. pembayaran bulanan; 
b. pembayaran berdasarkan tahapan 

pekerjaan/termin; atau 
c. pembayaran secara sekaligus setelah 

pekerjaan. 
(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerj 

untuk Pengadaan Barang/ Jasa yang karena sifa 
dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebe u 
barang/ jasa diterima, setelah Penyedia menyampai 
jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/ ta 
bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian ari 
hasil pekerjaan yang berada dilokasi pekerjaan dan t 1ah 
dicantumkan dalam kontrak. I 

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum pre lafi 
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dil ap 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang 

Bagian Keempat 
Pembayaran Prestasi Pekerjaan 

e. Perubahan Kontrak; 
f. Penyesuaian harga; 
g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak; 
h. Pemutusan Kontrak; 
1. Serah Teri.ma Hasil Pekerjaan; dan/atau 
j. Penanganan Keadaan Kahar. 

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian 
menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam 
belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup ters 
anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampa · 
batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan y 
dibiayai APBN / APBD. 



I I 

Bagian Ketujuh 
Penyelesaian Kontrak 

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Ko 
dapat dihentikan. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para 
dapat melak:ukan perubahan kontrak. 

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian 
disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Angg 

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur d 
kontrak. 

Pasal 25 

Bagian Keenam 
Keadaan Kahar 

Pasal 24 
(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesi 
teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, 
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kon 
yang meliputi: 
a. menambah atau mengurangi volume yang terc 

dalam Kontrak; 
b. menambah dan/ atau mengurangi jenis kegiatan; 
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan ko 

lapangan; dan/ a tau 
d. mengubah jadwal pelaksanaan. 

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud 
ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai 
perubahan kontrak dilaksanakan dengan keten 
penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 
(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Ko 
awal. 

Bagian Kelima 
Perubahan Kontrak 

Pasal 26 
(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan s 

masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK m n ai 
bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PK 
memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikar ... 
pekerjaan. 



(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hu 
kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam mengha 
perrnasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/ Jasa. 

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 
diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap pu 
pengadilan. 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Hukum 

Pasal 29 

BAB VI 
PELAYANAN HUKUM, PENGENDALIAN DAN PENGAWAS 

(1) PPK menyerahkan barang/jasa 
dalam Pasal 22 kepada PA/KPA. 

(2) PA/KPA meminta PjPHP /PPHP untuk melakukar 
pemeriksaan administrasi terhadap barang/ jasa yang 
diserahterimakan. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 
dituangkan dalam Berita Acara. 

Pasal 28 

Pasal 27 
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) s suai 

dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Pen edia 
mengajukan pennintaan secara tertulis kepada PPK nil<: 
serah terima barang/ jasa. 

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/ jasa 
diserahkan. I 

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara S rah 
Teri.ma. 

Bagian Kedelapan 
Serah Teri.ma Hasil Pekerjaan 

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
(1), dimuat dalam adendum kontrak yang didal 
mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan s 
denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanj 
jaminan pelaksanaan. 

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia 
menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 
(1), dapat melampaui Tahun Anggaran. 



± 
II 

JOKO SUTOPO 

Ttd 

BUPATI WONOGIRI 

Ditetapkan di Wonogiri 
Pada tanggal 1 7 Desember 2 20 

memerin Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

(1) Bupati melakukan pengawasan Pengadaan Barang/ a 
BUMD melalui Dewan Pengawas atau Komisaris. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d p 
dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemanta 
evaluasi, dan/ atau penyelenggaraan whistleblowing sys 

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, persia 
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kon trak, dan s r 
terima pekerjaan. 

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal 31 

BUMD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa lW 
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

Bagian Kedua 
Pengendalian 

Pasal 30 

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) 
dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelom o 
masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Us 
yang bertindak sebagai Agen Pengadaan. 
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Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 1 7 Desember 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
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